
Mengingal .

Menimbang: a.. bahwu belaIlJa daerah dipergunakan dalam rangka
pelaksanaan urusan pemetintah yang mc.njadi
kewenanganProvinsi atau Kabupatcn/Kotn;

b. bahwa belnnja penyelenggaraan urusan _jib
diprioritaskan untuk melinduogi dan meningkat.kaD
kuahtas kehidupan masyarakat sedangkan belanja yang
bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutubkan
secara terus menerus dan harus diaJokasikaD oleh
Pemerintah Daemh dengan jumlab yang cukup untuk
kcperluan actiap bulan dalam tahun Bnggll.T'8D yang
bersangkutan;

c. bahwa be:rda.sarknn ketentuan Pasnl 132 ayat (3) dan
ayat (4) Petaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
'rabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah scbagaimana diubah beberapa kali, tera.khir
dengan Peratumn Ment.eri Dalam Negeri Homor 21
Tabun 2011 tentang Pcrubaban Kedua Atns Pemruran
Menleri Oalam NegeTiNamor 13 'rabun 2006 teDtang
Pedoman Penge.Iolaan Keuangan Daernh, pengeluaran
kas yang meogakibatkan beban Angpran Penclapatan
dan Belanja Oe.erab, tidak d1:!.pnt diI.akuk.an aebe1um
Rancaogan Perotunm Daerah tentang Angg.aran
PeudapataD dan Belanja Daerah dit£t:apkan, kecuali
peogeluaran kaa untuk belanjo. yang beraifat _jib dan
belanja yang bersifat mengikat yang ditetapkan dengan
PcraturanWalikota;

d. bahwa berc:Irusa.rkan pertimbengan aehagaimana
dimakSUd huruf a. huruf b dan huruf c, pertu •
mc.netapkan ~ Walikota Palembang tentang
Belaqja yang Bersifat W~ib dan Mengikat Tahun
Anggaran 2016;

BELANJA YANGBERSIP'AT WAJIB DAN MENGIKAT
TAHUNANCGARAN2016
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3. Belanja. .

Pasall
Dalam Peratumn WaLikota iniyang dimaksud deogan:
1 WaLikota adalah Walikota PaJemba.og;2:Aogganm Pendapatan dan Belanja Daerah yang

aclanjutnya disingkaL APBD adalab rencana lreuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraruran
Daerah;

B;AB I
KETENWAN UMUM

PERATURAN WAlJKOTA TENTANO BELANJA YANG
BERSLFAT WAJlB DAN MENGlKAT TAHlJ'N ANGGARAN
2016

MEMU'f'USl{AN:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembcntukan Daerah Tingkat n dan Kotap"\ia Di
Sumatera Selatan [Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembamn Nega.ra
Republik Indonesia Hamor 1821);

'2. Undang-undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintah Daerah [Lembaran Ncgara Repuhlik
Indonesia Tabun 2014 Hamor244, Tnmbahan Lembaran
Negam Republlk lndonesia Nomor 5587)sebagaimana
telah diubah bcbc.rapa kaJi, terakhir dengan Undang­
undang Nomor9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua
Mas UDdang-undnng Hornor 23 Tnhun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Hega.ra Republilc
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5679);

3. Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan KCllangan Daerah (Lcmbaran Negam
Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140,Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Da1am Negcri Nomor 13 Tabun 2006
ten tang Pedoman Pcngelolaan Keuongnn Daerah
scbagaimaoa diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tabun 2011
tentang Perubahan KeduaAtas Peraturao Menteri DaJam
Negeri Nomor 13 TabU.D 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negam Republik
lndonesla Tabun 2011 Nomor310);

5. Peraturan Dserah KotaPalcmbangNomer2 Tabun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daemh Kota.PalembangTabun 2007 Nomor
2);
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Agar .•.••...

Pasal5
Peraturnn Wali.kota ini dicabut dan di.o.Yatakan ti4ak
ber1aku apabila Peraturan Dac:rab tentang APBD KotB
PaJembnngTahun Anggatan 2016 telah disahkan.

Pasal6
Pcrnturan Wallkotn in! mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

BABm
KETENTUAN PENUTUP

Pa.sal4
Apabila sampai dengan bulan berikutnya Ranca.ngan
Peraturan Daerah tentang APBDKota PaJembang Tahun
Angg,aran 2016 belum ditetapkan, malw. unluk keperluan
bulan berikutnya mengecu pada pengeluamn bulan
sebelumnya sebal¢mana di.makaud dalam Peraturan
Walikota ini.

Pasal3
Penyediaa.n dana untuk belanja yang berslfat wajib dan
mengikat sebagairnana dimaksud daIam Pasal 2 tidak
melebihi kebutuhan belanja 1 (satu) bulan atau 1/12 (satu
per duo. belas) dari APBD tabun sebelumnya,

Pasal2
Rekening belanja yang dltet:apkan sebegal belanja yang
bersifat wajib dan mengikat tercantum dalam Lampiran
Pernturan Walikota:in.i..

BABD
BELANJA YANO BERSIFAT WAJTB DAN MENGIKAT

3.Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang
dibutuhkan secara terus meoerus dan harus dialokaaikan
oleb Pcmerintah Daerab dengan jumlab yang cukup
untuk keperiuan eetiap bulan tabun anggaran yang
bersangukutan;

4. BcJanja yang bcrsilat waj.ib adalah belanja untuk
teJjaminllya ketnngsungan pemenuhan pendanaan
pelayanan dasar masyamkat;
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Ditetapkan di Palembang
padn tanggaJ 3\ ()(~~"2015

WALIKQTAtLEMaANG.

HARNOJOYO

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundongan Pernturan Walikota iru, dengan
penempatannya dalam Berira Daerah KOlaPalembang.
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5.2.2.03.03.._

BELANJA LANGSUNG
5 . 2 . 1 . 05 . 01 Belanja Pegawai BWD
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pemberaih
5.2.2.01.06 Belanja Bahan BakarMinyak/Oas Non Kenda.raan
5.2.2.01.08 Belanja PengisianTabung Gas
5 . 2 .2 .01 . 09 Belanja Pakai Habi.sAlat Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium
5 . 2 . 2 . 02 • 04 Belanja Bahan Obat-Obatan
5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja Bahan Makanan/Minuman
:; . 2 . 2 . 03 . Ol 6elanla Telepon
5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air

REKENTNGBELANJA YANG BERSfFATWAJIB DAN MENOlKAT

BELANJA noAA LANGSUNG
S. 1 . 1 .01 . 0] Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangs.ll Keluarga
5.1. 1 .01.03 Tuojangan Jabatan
5.1.1 .01. 04 ~angan Pungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum
S. ] . 1 .01.06 Tunjangan Betas
S. ] . 1 .01.07 Tunjangan PPIl/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 01 . 09 Luran Asuransi Kesehatan
5. 1 . 1 .01 . 10 Uang Paket
5. 1. 1.01. 11 Tunjangan Badan Musyawarab
5. 1 . 1 .01 . 12 1'u.njangan Komisi
5 . 1 . 1 . 01 . 13 Tunjangan Badan Aoggaran
5.1.1 .01 .14 Tunjangan Baden Kehormatan
5 . 1 . 1 . 01 . 15 Tunjangan AlatKeJengkapan Lainnya
5.1.1.0.1 .16 Tunjangan Perumahan
5. 1 . 1 .01 .17 Uaog Duka Wafat/Tewas
S. 1. 1 .01.18 UangJasa PengabdJan
5. 1 . 1 . 01 . 19 Bel8l'\ia Penunjang Operasional Pimpi.n.anDPRD
5.1. 1 .01.20 Tunjangan Kesehatan DPRD
5 . 1 . 1 . 01 . 21 Iuran ASW'8Dsi KetenagakeIjaan
5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambaban Penghasilan Berda.6arkan Behan Ke.Jja
5 . 1 . 1 . 02 . 02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
5 . 1 . 1 . 02 . 03 Tambaban Pengbasilan Berdasarkan Kondisi KeJja
5 . 1 . 1 . 02 . 04 Tanlbaban Penghaatlan Berdasark.an KelangkaanProCesi
5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambaban Penghasilan .Berdasarkan Prestasi KeJja
5 . 1 . 1 . 02 . 06 Tambahan Pengbasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
S. 1 . 1 . 02 . 07 Tambahan Pengbasilan Guru PNSD
5 . 1 . 1 . 02 . 08 Tambahan Profesi Guru PNSD
5.1 . 1 .03.01 Belanja Penunjang KomunIkasi lnsentifPimpinan Dan Anggota DPRD
5 . 1 . 1 . 03 . 02 Belanja Peounjang Operasional KDH/WKDH

LAMPIRAN
PERATURANW/\LlKOTA PALEMBANG
NOMOR : 1:1 TAttUN 201S'
TENTANG BELANJA YANG BERSIFAT WA.JlB DAN
MENQIKATPADATAHUN ANGGARAN 2016



WAllKOTA[EMSANG

HARNOJOYO

5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Lisrrik
5.2.2 03.06 Belanja Kawat/Faksimdi/lntemet/lntranet/TV Kabel/TV Satelit
5.2 . 2 .05 . 03 OcJanjaBahan BakarMinyak/Ga:~Dan Pclumas
5.2.2 26.01 BelanjaBarangDan Jaea BLUD


